
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI BULUNGAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  

NOMOR 17 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULUNGAN, 

 

Menimbang  :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1)   

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang   

Hak Keuangan Administrasi Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa 

dalam hal Pemerintah Daerah belum   dapat 

menyediakan kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD, 

kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 

transportasi; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif    

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat   

Daerah Kabupaten Bulungan, dalam hal Pemerintah 

Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas 

kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

diberikan tunjangan transportasi; 

SALINAN 
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c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat  

(6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan  Hak Keuangan dan Administratif  

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Bulungan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran 

Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan; 

 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor   

8 Tahun 1965 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat   

II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah 

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-   

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukkan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir   

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020   

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan   

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 6057); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun    

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067);   

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun    

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2   

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan    

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bulungan Nomor 29); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN 

TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 

2. Bupati adalah Bupati Bulungan. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah.  

4.  Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang    

memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD 

Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5.  Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang 

diberikan kepada Pimpinan DPRD untuk penyediaan 

kendaraan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya 

operasional kendaraan.  

 

BAB II 

MAKSUD TUJUAN DAN ASAS 

 

Pasal 2 

(1) Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati   

ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian 

Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD. 

(2) Pemberian Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan  

DPRD dibayarkan berdasarkan asas kepatutan, 

kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang 

berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan   

perundang-undangan. 
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BAB III 

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

 

Pasal 3 

(1) Besaran Tunjangan Transportasi sebesar 

Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu 

rupiah). 

(2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan serta 

dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi besaran 

Tunjangan Transportasi pimpinan dan anggota DPRD 

Provinsi Kalimantan Utara, apabila dikemudian hari  

ada pengaturan lain mengenai besaran Tunjangan 

Transportasi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi 

Kalimantan Utara, maka akan dilakukan penyesuaian 

sebagaimana mestinya. 

(4) Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara tidak 

diberikan Tunjangan Transportasi. 

(5) Pembayaran Tunjangan Transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan  

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  

Bulungan. 

 

 

Ditetapkan di Tanjung Selor  

pada tanggal 18 Agustus 2021 

 

BUPATI BULUNGAN,   

 

ttd 

 

SYARWANI 

 

Diundangkan di Tanjung Selor   

pada tanggal 18 Agustus 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,  

 

ttd 

 

                     SYAFRIL   

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 17 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. Kepala Bagian Hukum, 
 
 

 
 

HAMRAN, SH 

Pembina  IV/a 
NIP. 197011302002121004 

 


